
 
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 253/PMK.011/2010 

TENTANG  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS  

PENYERAHAN MINYAK GORENG DI DALAM NEGERI DAN ATAS IMPOR DAN/ATAU 
PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU UNTUK REALISASI  

YANG MELEBIHI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
PADA TAHUN ANGGARAN 2008 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa realisasi pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung 
Pemerintah atas penyerahan minyak goreng dan atas impor 
dan/atau penyerahan gandum dan tepung gandum/terigu pada 
tahun 2008 melebihi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 
yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9C Undang-Undang Nomor 
47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2010, telah ditetapkan belanja subsidi 
Pajak ditanggung Pemerintah dalam Tahun Anggaran 2010, 
termasuk Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah atas 
penyerahan minyak goreng dan atas impor dan/atau penyerahan 
gandum dan tepung gandum/terigu; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9E Undang-Undang Nomor 
47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2010, diatur bahwa belanja subsidi Pajak 
ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
dapat disesuaikan untuk kebutuhan kekurangan subsidi Pajak 
ditanggung Pemerintah untuk tahun-tahun sebelumnya, 
berdasarkan kemampuan keuangan Negara; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c, dan untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan 
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